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Abstrak 

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto merupakan lembaga teknis yang berperan sebagai unsur 

penyelenggara manajemen Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto membuat sebuah inovasi Simoker (Sistem Informasi Mobile Kepegawaian 

Terintegerasi). Simoker merupakan suatu inovasi kepegawaian berbasis mobile apps pada 

Android yang berguna untuk memverivikasi data diri aparatur sipil negara guna meningkatkan 

validitas data. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis inovasi pelayanan 

kepegawaian melalui aplikasi sistem informasi mobile kepegawaian terintegasi (Simoker) di 

Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Mojokerto. Subjek penelitian terdiri dari tim pengelola 

Simoker dan aparatur sipil negara Kota Mojokerto sebagai pengguna Simoker. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Teori yang digunakan faktor-faktor keberhasilan inovasi (innovation success factor) yang 

dikemukakan oleh Cook, Matthew dan Irwin (dalam Grisna dan Wawan, 2013). Lima faktor 

keberhasilan inovasi tersebut adalah leadership, management/organization, risk management, 

human capital dan technology. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, 

dokumentasi, penelusuran data online. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan 

inovasi pelayanan kepegawaian melalui aplikasi Simoker berbasis Android di Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto sudah baik. Namun masih ditemukan masalah seperti kurangnya 

sosialisasi, kurangnya pelatihan-pelatihan untuk tim pengelola Simoker, dan kurangnya 

integerasi aplkiasi Simoker dengan sistem yang lain. 

 

Kata kunci: Inovasi, Kepegawaian, Simoker 

mailto:irfandiprabowo@gmail.com
mailto:efanida@yahoo.com


Abstract 

Mojokerto City Staffing Agencies is a technical institution that acts as an organizer of the 

management of the State Civil Apparatus. Therefore the Mojokerto City Staffing Agencies made 

an innovation Simoker (Integrated Information System Mobile Staffing). Simoker is a staff-

based mobile apps innovation on Android that is useful to verify data and improve the validity of 

data. The purpose of this study is to know and analyze the innovation of personnel services 

through the Simoker (Integrated Information System Mobile Staffing) in Mojokerto City Staffing 

Agencies. The research subjects consist of Simoker management team and civil apparatus of 

Mojokerto City State as Simoker user. The type of research is descriptive research with 

qualitative approach. The theory used innovation success factors proposed by Cook, Matthew 

and Irwin (in Grisna and Wawan, 2013). The five success factors of innovation are leadership, 

management/organization, risk management, human capital and technology. Data collection 

techniques consist of observation, interview, documentation, online data tracking. Data analysis 

technique is done by data collection, data reduction, data presentation, conclusion and 

verification. The results showed the employee service innovation through the application of 

Android-based Simoker in Mojokerto City Staffing Agencies is good. But there are still 

problems such as lack of socialization, lack of training for Simoker management team, and lack 

of Simoker application integeration with other systems. 
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini 

berkembang sangat pesat karena terjadi 

globalisasi yang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia globalisasi adalah proses masuknya 

ke ruang lingkup dunia. Hal ini membuat jarak 

yang ada, sekat yang ada menjadi mengecil 

bahkan menghilang. Hal ini dapat dilihat dari 

penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi yang tidak terbatas pada bidang-

bidang tertentu saja, melainkan juga dalam 

aspek kehidupan lainnya, seperti bidang 

pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan 

negara, dan sosial budaya. 
Pada dasarnya penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam sistem 

pemerintahan adalah untuk membantu 

menjalankan sistem pemerintahan secara 

efektif dan efisien tanpa menghilangkan peran 

pemerintah yang secara langsung berinteraksi 

dengan masyarakat. Pada prinsipnya memang 

electronic government hanya sebuah alat atau 

sarana tanpa mengubah subjek dan objek 

sesungguhnya dalam interaksi bernegara antara 

pemerintah dan masyarakat dalam rangka 

menjalankan pemerintahan yang efektif dan 

efisien.  

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 

Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur 

Sipil Negara dijadikan landasan oleh Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto untuk membuat 

inovasi aplikasi sistem informasi mobile 

kepegawaian terintegrasi (Simoker) yang 

sejalan dengan tata kelola administasi berbasis 

Electronic Government. Selain itu juga 

mendukung Pemerintah Kota Mojokerto 

mewujudkan Kota Mojokerto menjadi service 

city. Data yang diakses juga meliputi, identitas 

diri, jadwal kenaikan pangkat berkala, absensi 

hingga masa pensiun. Aplikasi ini bisa diakses 

melalui kartu pegawai atau ID card yang di 

dalamnya terdapat QR code sebagai identitas 

aparatur sipil negara yang berada dalam 

wilayah administrasi Kota Mojokerto. Dalam 

acara peringatan hari ulang tahun Badan 

Kepegawaian Negara ke 69 dan hari ulang 

tahun Kantor Regional II Badan Kepegawaian 

Negara ke 33, Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto dengan inovasinya mendapatkan 



Piagam Penghargaan Pelayanan Kepegawaian 

Terbaik Tahun 2017 dari Kantor Regional II 

Badan Kepegawaian Negara. Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto meraih 4 

kategori penghargaan pelayanan kepegawaian 

dari 9 kategori yang dinilai, yaitu kategori 

perencanaan formasi, kategori pelayanan 

pengadaan pegawai, kategori implementasi 

SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian) dan kategori pemanfaatan 

sistem Computer Assisted Test (CAT). 
Memang untuk membuat aplikasi tersebut 

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto bekerja 

sama dengan pihak ketiga, akan tetapi untuk 

pengelolaan data sepenuhnya dilakukan oleh 

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto. Dari 

pemaparan yang dijelaskan di atas, sehingga 

menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut 

inovasi dari Badan Kepegawaian Pemerintah 

Kota Mojokerto. Penilitian ini dibuat dengan 

judul “Inovasi Pelayanan Kepegawaian Melalui 

Aplikasi Sistem Informasi Mobile 

Kepegawaian Terintegerasi (Simoker) Berbasis 

Android di Badan Kepegawaian Pemerintah 

Kota Mojokerto”. 

 

METODE  
Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penjelaan mengenai Inovasi 

Pelayanan Kepegawaian Melalui Sistem 

Informasi Mobile Kepegawaian Terintegerasi 

(Simoker) Berbasis Android di Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto menggunakan 

teori 5 (Lima) Faktor Keberhasilan Inovasi 

menurut Cook, Matthews dan Irwin yang 

terdiri dari Leadership (Kepemimpinan), 

Management/Organization 

(Manajemen/Organisasi) Risk Management 

(Manajemen Risiko), Human Capital (Sumber 

Daya Manusia) dan Technology (Teknologi).  

Teknik pengumpulan data dengan 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan observasi, 

wawancara, dokumentasi menurut Sugiono 

(2014:224). Sedangkan Teknik Analisis Data 

menggunakan model interaktif Miles dan 

Huberman yang dikutip oleh Sugiono 

(2014:246) yaitu pengumpulan data, 

pengolahan data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto membuat 

inovasi pelayanan kepegawaian tentang sistem 

informasi mobile kepegawaian terintegrasi 

(Simoker). Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Sistem 

Informasi Aparatur Sipil Negara dijadikan 

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto untuk 

digunakan sebagai dasar hukum dalam 

membuat inovasi pelayanan kepegawaian 

Simoker berbasis Android. 

Simoker sendiri dirilis tanggal 24 April 

2017. Inovasi Simoker diciptakan guna 

memberi kemudahan kepada seluruh aparatur 

sipil negara yang saat ini dituntut 

responsivitasnya sehingga apatis terhadap 

berkas-berkas mereka sendiri. Inovasi Simoker 

saat ini memang berupa sistem informasi yang 

menampilkan data-data aparatur sipil negara 

yang ada di wilayah administratif Kota 

Mojokerto. Untuk kedepannya akan dilakukan 

penambahan fitur-fitur yang lebih bagus dan 

lebih memudahkan aparatur sipil negara itu 

sendiri. 

Untuk melihat sejauh mana inovasi 

pelayanan yang dilakukan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Jawa Timur melalui 

Inovasi Pelayanan Kepegawaian Melalui 

Sistem Informasi Mobile Kepegawaian 

Terintegerasi (Simoker) Berbasis Android di 

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto ini, 

peneliti menggunakan teori 5 (Lima) Faktor 

Keberhasilan Inovasi menurut Cook, Matthews 

dan Irwin (dalam Grisna dan Wawan, 2013) 

yang meliputi Leadership (Kepemimpinan), 

Management / Organization (Manajemen / 

Organisasi), Risk Management (Manajemen 

Risiko), Human Capital (Sumber Daya 

Manusia) dan Technology (Teknologi). Yang 



dapat digunakan untuk mendeskripsikan 

keberhasilan inovasi untuk pelayanan publik, 

yaitu: 

1. Leadership (Kepemimpinan) 

Pemimpin Badan Kepegawian Kota 

Mojokerto berperan sebagai panutan agar 

aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian 

Kota Mojokerto bekerja sesuai tujuan 

organisasi dan dalam bekerjasama dengan 

pihak-pihak terkait di luar organisasi. Yang 

mana aplikasi Simoker dibuat dengan 

kerjasama pihak di luar organisasi. Sehingga 

menuntut sinergi antara kedua belah pihak. 

Pemimpin Badan Kepegawian Kota 

Mojokerto juga berperan sebagai pengambil 

keputusan dalam merencanakan kebijakan-

kebijakan startegis yang akan di ambil di 

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto. 
Pemimpin pula yang berkomitmen dalam 

pembuatan inovasi untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan yang ada. Sebagai gambaran 

komitmen yang diberikan, pemimpin Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto kepada aparatur 

sipil negara di Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto ditunjukkan oleh kepuasan aparatur 

sipil negara wilayah administratif Kota 

Mojokerto dengan pelayanan yang telah 

diberikan oleh Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto.  

Pada aspek kepemimpinan, pimpinan 

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto memiliki 

gaya kepemimpinan transformasional. Gaya 

kepemimpinan transformasional ini yaitu 

ketika pemimpin mencurahkan perhatiannya 

kepada persoalan-persoalan yang dihadapi dan 

kebutuhan pengembangan dari masalah-

masalah tersebut dengan cara memberikan 

semangat dan dorongan untuk mencapai 

tujuannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

motivasi pemimpin sangat penting bagi 

bawahan agar muncul ide-ide kreatif inovasi.  

2. Manajemen/Organisasi 

(Management/Organization) 

Planning dalam manajemen, pihak Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto menginginkan 

aksesibilitas data yang mudah. Data yang 

tersedia harus bisa dijangkau oleh semua pihak, 

sehingga muncul inovasi pelayanan 

kepegawaian. Hal ini dikarenakan sebelumnya 

pada server simpeg, setiap organisasi perangkat 

daerah hanya mempunyai satu orang sebagai 

operator. Sebagai implikasi minimnya operator 

simpeg pada organisasi perangkat daerah 

adalah data yang terekam pada server simpeg 

belum ada yang menjamin validitas data. 

Dalam segi Organizing pada Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto telah dibentuk 

sebuah tim pengelola Simoker sebagai 

pendukung sistem yang tengah dikembangkan 

bersama pihak ketiga.  
Pada aspek Actuating Badan Kepegawaian 

Kota Mojokerto dalam hal sosialisasi inovasi 

pelayanan kepegawaian sudah melakukan 

berbagai macam sosialisasi. Seperti 

mengundang perwakilan-perwakilan organisasi 

perangkat daerah, perwakilan setiap organisasi 

perangkat daerah dapat membagi informasi 

yang telah didapat kepada Aparatur Sipil 

Negara yang berada di instansinya masing-

masing. Kemudian melukukan sosialisasi 

melalui radio, menampilkan pada website 

Pemerintah Kota Mojokerto.  

Pada aspek Controlling yang mana untuk 

memastikan bahwa seluruh sistem telah 

berjalan sesuai harapan maka tanggung jawab 

aplikasi Simoker diberikan langsung pada tim 

pengelola Simoker yang sudah dibuat 

sebelumnya. Mereka ini yang memastikan 

bahwa semua berjalan lancar dan 

menanggulangi masalah-masalah yang muncul 

kedepannya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Badan Kepegawaian Kota Mojokerto 

dalam inovasi pelayanan kepegawaian melalui 

aplikasi Simoker pada aspek 

manajemen/organisasi sudah berjalan dengan 

baik. Pihak Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto dalam pengelolaan organisasi dan 

proses inovasi tersebut berjalan secara 

terencana, terorganisir, tergerak dan terkontrol. 

 

 



3. Risk Management (Manajemen 

Risiko) 

 Terdapat masalah teknis dan non teknis. 

Permasalahan teknis berupa aplikasi Simoker 

yang tidak kompatibel dengan ponsel aparatur 

sipil negara Kota Mojokerto yang 

menggunakan Simoker. Selain itu dalam 

pengembangan aplikasi untuk penambahan 

fitur yang akan berlaku juga terbentur dengan 

keamanan data, mengingat aplikasi Simoker ini 

berbasis Android yang mana Android ini 

merupakan sistem operasi open source. 

Kemudian permasalahan-permasalahan non 

teknis yaitu kurangnya pengetahuan aparatur 

sipil negara Kota Mojokerto dalam bidang 

teknologi informasi, khususnya yang berusia 

senja, dan tidak semua ponsel aparatur sipil 

negara Kota Mojokerto berbasis Android. 

 Manajemen risiko yang dilakukan Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto untuk 

mengantisipasi hambatan-hambatan yang 

terjadi pada segi teknis yaitu dengan terus 

mengupdate aplikasi Simoker agar mengurangi 

terjadinya error pada aplikasi dan tidak 

kompatibel dengan sistem operasi Android 

tertentu. Keamanan data yang memang menjadi 

concern Badan Kepegawaian Kota Mojokerto 

dan pihak ketiga menjadikan Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto dan pihak ketiga 

harus mengatur strategi untuk keamanan data 

mengingat kedepannya terdapat fitur tambahan 

untuk input data.  
 Dari segi non teknis berupa permasalahan 

klasik yaitu pengguna yang berusia senja 

kurang paham dalam mengoperasikan aplikasi 

tersebut. Untuk hal ini sebenarnya aparatur 

sipil negera Kota Mojokerto yang kurang 

paham bisa meminta bantuan aparatur sipil 

negara yang lebih paham. Sehingga bisa 

disimpulkan Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto terus mengevaluasi hambatan yang 

akan dihadapi dan melakukan upaya untuk 

meminimalisir hambatan yang akan terjadi. 

 

 

4. Human Capital (Potensi Sumber 

Daya Manusia) 

 Terdapat aparatur sipil negara yang 

mempunyai latar belakang pendidikan 

teknologi informasi. Selain itu juga terdapat 

operator simpeg Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto yang berpengalaman dalam aspek 

tersebut. 

 Sehingga dalam proses inovasi 

kepegawaian Simoker dibentuk sebuah tim 

yang akan mengelola Simoker kedepannya. 

Tim pengelola Simoker tersebut beranggotakan 

pegawai yang mempunyai latar belakang 

pendidikan teknologi informasi dan operator 

simpeg. Sehingga pada proses inovasi 

pelayanan kepegawaian Simoker tidak ada 

pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan 

terhadap tim tersebut untuk mengelola 

Simoker. Dengan beranggotakan pegawai yang 

berkompeten membuat tim tersebut dapat 

mengelola Simoker dengan baik. Selain itu 

pihak ketiga juga memberi panduan dan 

memberikan layanan tanya jawab apabila pihak 

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto 

menemukan masalah dalam aplikasi Simoker.      

5. Technology (Teknologi) 

 Pada inovasi kepegawaian Simoker ini 

menggunakan teknologi informasi berbasis 

mobile apps. Mobile apps merupakan aplikasi 

yang harus diunduh dahulu untuk kemudian 

diinstal pada ponsel. Penggunaan mobile apps 

ini dianggap lebih baik dari mobile web karena 

dalam mengakses simpeg menggunakan mobile 

web harus menghubungi dahulu operator 

simpeg yang menghambat praktikalitas 

aksesibilitas data aparatur sipil negara. Selain 

itu dalam mobile apps pengembang dapat 

memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia di 

ponsel pintar mereka. Mobile web juga 

memiliki akses penuh pada ponsel yang 

digunakan, performa lebih cepat (efisien), lebih 

menarik dan mudah pengoperasiannya daripada 

mobile web. Mobile apps juga dinilai lebih 

interaktif daripada mobile web. Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto berkomitmen 

untuk menjaga dan menjamin kualitas dari 



aplikasi yang dibuat. Sehingga dalam 

pembuatan aplikasi mobile apps pihak Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto bekerjasama 

dengan pihak ketiga yang dinilai lebih 

kompeten dalam pembuatan software sistem 

informasi. Pihak ketiga tersebut adalah 

Piramida Teknologi.  
 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan analisis tentang Inovasi Pelayanan 

Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Mobile 

Kepegawaian Terintegerasi (Simoker) Berbasis 

Android di Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto pada pembahasan sebelumnya, 

disimpulkan bahwa Inovasi Pelayanan 

Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Mobile 

Kepegawaian Terintegerasi (Simoker) Berbasis 

Android di Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto dapat dikatakan sudah cukup baik 

dalam pelaksanaannya. Berdasarkan 5 (Lima) 

Faktor Keberhasilan Inovasi menurut Cook, 

Matthews dan Irwin (dalam Grisna dan 

Wawan, 2013) terkait Inovasi Pelayanan 

Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Mobile 

Kepegawaian Terintegerasi (Simoker) Berbasis 

Android di Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto, sebagai berikut: 

 Pada aspek kepemimpinan, pemimpin 

mempunyai peran yang begitu besar dalam 

inovasi pelayanan kepegawaian Simoker. 

Pemimpin mampu memotivasi aparatur sipil 

negara Badan Kepegawaian Kota Mojokerto 

untuk terus berinovasi dan berkembang 

mengikuti kemajuan zaman. Pemimpin 

menjadi penanggung jawab inovasi ataupun 

pelayanan yang ada di Badan Kepegawaian 

Kota Mojokerto.  
 Pada faktor keberhasilan inovasi dalam 

aspek manajemen/organisasi Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto dalam 

berinovasi menginginkan suatu inovasi yang 

memudahkan aparatur sipil negara dalam 

mengaskses data diri mereka. Selain itu Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto ingin validitas 

data aparatur sipil negara meningkat agar tidak 

menghambat dalam melakukan update data 

yang dinamis.  
 Manajemen risiko di Badan Kepegawaian 

Kota Mojokerto pada inovasi kepegawaian 

Simoker tengah melakukan upaya-upaya untuk 

dapat memaksimalkan proses berjalannya 

inovasi, dan meminimalisir hambatan-

hambatan yang terjadi. Hambatan dalam 

inovasi kepegawaian Simoker berupa aspek 

teknis dan non teknis. Faktor keberhasilan 

inovasi selanjutnya yaitu potensi sumber daya 

manusia yang dimiliki.  

 Badan Kepegawaian Kota Mojokerto 

memiliki staf yang mempunyai latar belakang 

pendidikan pada bidang teknologi informasi, 

serta operator simpeg pada Badan 

Kepegawaian Kota Mojokerto. Sehingga dalam 

pengelolaan aplikasi Simoker dibentuk sebuah 

tim yang beranggotakan aparatur sipil negara 

yang berkompeten pada bidang teknologi 

informasi. Hal ini yang menyebabkan tidak 

diadakannya pelatihan-pelatihan khusus untuk 

menangani Simoker karena tim yang telah 

dibentuk sebelumnya dianggap mampu untuk 

mengelola aplikasi tersebut.  

 Pada faktor teknologi, teknologi yang 

diusung pada aplikasi Simoker yaitu mobile 

apps. Penggunaan teknologi mobile apps 

berguna untuk memaksimalkan fitur-fitur yang 

ada pada ponsel seperti kamera untuk 

pemindaian QR Code untuk login dan 

pemberitahuan-pemberitahuan penting lainnya. 

Serta penggunaan mobile apps menghasilkan 

produk pelayanan yang menjadikan trade mark 

organisasi tersebut. Badan Kepegawaian Kota 

Mojokerto ingin membuat aplikasi yang 

berkualitas, sehingga pada pembuatan aplikasi 

pihak Badan Kepegawaian Kota Mojokerto 

bekerjasama dengan penyedia jasa pembuatan 

aplikasi pihak ketiga.  
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